PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
tentang Pajak Restoran dengan Undang-Undang tersebuit;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pgjak;

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai mana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Restoran;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgjakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Keduan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pgak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pgjak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawes Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel olaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pgjak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 206 Tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Dagerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penyidik Pegawa Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2009 Nomor 10);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB |

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.
4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan

Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Polewali Mandar.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

11.
12.

13.

14.

Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pagak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan
pemerintahan Daerah dan pembangunan Dagerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firmakongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang segenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk usahalainnya.

Pajak Restoran adal ah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar dan segjenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
usaha restoran/rumah makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Subyek Pgjak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari Restoran.

15. Wgjib Pgjak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

Restoran.
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22.

23.

24,

Masa Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan K eputusan Bupati.

Tahun Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali
bila Wajib Pgjak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Pajak yang terutang adalah pgjak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pgjak, dalam Tahun Pgak, atau dalam bagian Tahun Pgjak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak restoran, Penentuan besarnya pagak terutang sampai
kegiatan penagihan pajak restoran kepada wajib pgak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pgjak, obyek pgjak dan /atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan
kewajiban., menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pgjak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh
wajib pagjak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Pgak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pgjak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pgjak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

25.

26.
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Surat Ketetapan Pgjak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pgjak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketatapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pgjak atau pagak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pgjak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pgak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Paak Daerah Lebih Bayar, Surat
K etetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Keputusan K eberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pgjak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pgak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetagpan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pgjak Daerah Nihil atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang digukan oleh Wagjib
Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang digjukan oeh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun |aporan keuangan berupa neraca
dan laporan labarugi pada setiap Tahun Pgjak berakhir.



32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban
perpg akan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpa akan daerah.

33. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pagjak Restoran dipungut pgjak atas pelayanan yang disediakan di
restoran.

Pasal 3

(1) Objek Pgjak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikomsumsi
oleh pembeli, baik dikomsumsi ditempat pembayaran maupun ditempat lain.

(3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan oleh Restoran yang nila penjuaannya tidak melebihi batas
Rp. 100.000,- /hari

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari Restoran.
(2) Wajib Pgjak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
Restoran.
BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Dasar pengenaan Pagjak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima Restoran.

Pasal 6

Tarif Pgak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

(2) Besarnya Pgjak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
paak sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 dengan Dasar Pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



